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Pendahuluan
Kegiatan administrasi merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting dalam dunia kerja 

atau organisasi, khususnya pada pemerintahan 

atau lembaga pemerintahan. Dari penjelasan 

tersebut dapat dikatakan bahwa ketatausahaan 

adalah bagian keseluruhan dari proses 

administrasi, dengan demikian ketatausahaan 

sangatlah penting untuk membantu suatu 

pekerjaan dalam organisasi contohnya yaitu 

kegiatan surat menyurat seperti pemrosesan 

surat masuk dan surat keluar yang didalamnya 

terdapat penerimaan, pencarian, pendistribusian 

serta pengarsipan dokumen yang dianggap 

penting bagi organisasi 

Salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang 

menerapkan e-buddy adalah Kecamatan Porong. 

Dalam hal surat pengelolaan, ada tiga jenis surat: 

masuk, keluar, dan disposisi. Aparat Pemerintah 

Desa Candipai memiliki akun e-buddy pribadi. Kasi 

Pemerintahan yang bekerja sebagai pengelola e-

buddy di Pemerintah Desa Candipari menjelaskan 

prosedur operasional e-buddy. Khusus jika ada 

surat masuk dari OPD ke Pemerintah Desa 

Candipari, maka surat tersebut otomatis terkirim ke 

akun e-buddy Pemerintah Desa Candipari. 
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Gap Permasalahan

pertama Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebelum adanya e-buddy dalam pengelolaan surat dinas 

sebelumnya masih dilakukan secara manual apabila ada surat masuk atau surat keluar maka surat tersebut akan ditulis dalam agenda lalu 

data-data tersebut disimpan dilemari arsip, untuk itu membutuhkan tempat yang cukup besar untuk penyimpanan data, dan membutuhkan 

waktu yang lama untuk mencari data yang dibutuhkan kembali. 

kedua server down (gangguan server) yaitu aplikasi sering mengalami downtime 

terutama pada saat jam kerja

ketiga yaitu keterlambatan disposisi surat keluar yang membutuhkan tanda tangan 

kepala desa, sehingga harus mengingatkan secara lisan kepada kepala desa
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Data Empiris

No Tahun Surat Masuk Surat Keluar Disposisi

1 2021 14 1 14

2 2022 226 225 226

3 2023 270 257 270

4 2024 274 249 274

Pengelolaan surat pada akun E Buddy Desa Candipari

Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Candipari, 2024.
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Peneliti Terdahulu
Pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah 

tentang Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik 

Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan 

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

Kedua “Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui 

Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon” yang 

dilakukan oleh Mukhammad Ulil Albab

ketiga yang dilakukan oleh Difta Izza Nadila tentang penerapan E-

Government melalui aplikasi Tata Surat Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo 

(Studi Kasus di Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong 

Kabupaten Sidoarjo) 

Ketiga peneliti sama-sama 

menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif 
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Metode
> Tujuan dari penelitian : untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan “Impelementasi aplikasi E Buddy di Desa Candipari”

> menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

> Lokasi penelitian berada di Desa Candipari, Porong, Kabupaten Sidoarjo.

> Fokus utama penelitian : pada teori implementasi George Edrward III dengan indikator komunikasi, sumber daya sehari-hari, disposisi, dan struktur
kementerian.

> Jenis data yang digunakan : data primer dan sekunder.

> Data primer diperoleh dari hasil observasi dan percakapan dengan individu yang terlibat dalam implementasi aplikasi E Buddy.

> Sumber Data Sekunder mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, dan situs web yang berhubungan langsung dengan penelitian implementasi.

> Informan yang terlibat : Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan di Pemerintah Desa Candipari yang memiliki keterkaitan langsung
dengan aplikasi E-Buddy.

> Teknik pengumpulan data : meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumen pendukung

> Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Hubberman : (1) pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Selanjutnya, (2) reduksi data mengacu pada pemilihan, proses penarikan perhatian, dan transformasi data kasar berdasarkan data tertulis yang
dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan data penting yang berkelanjutan dan kemudian membuat data yang tidak tersedia atau diperlukan.
Selanjutnya, (3) Penyajian data adalah proses mengubah semua informasi yang diperoleh dari pengumpulan data ke dalam format yang mudah
diakses atau diambil. Dengan demikian, dapat lebih mudah untuk melakukan kajian keseluruhan. Dan yang terakhir (4) Kesimpulan adalah semua
data yang dikumpulkan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
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Hasil dan Pembahasan
=>Implementasi E-Government melalui Aplikasi E-Buddy : 1) Penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Candipari memiliki potensi besar dalam
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan administrasi desa. 2) Kendala
utama meliputi kurangnya pelatihan pengguna, infrastruktur yang belum memadai, dan SOP yang
belum lengkap, sehingga proses implementasi belum optimal.

=>Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi : Berdasarkan teori George Edward III, indikator
seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan program.

=>Upaya Perbaikan dan Potensi Keberhasilan : 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan
berkelanjutan dan pengembangan SOP yang lengkap sangat diperlukan. 2) Penguatan infrastruktur
dan komunikasi antar bagian diharapkan mampu mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi
dan meningkatkan layanan publik.

=>Peran Motivasi dan Struktur Organisasi : 1) Motivasi pegawai melalui insentif dan reward dapat
meningkatkan semangat kerja dan efektivitas implementasi. 2) Struktur birokrasi yang jelas dan
terorganisir mendukung koordinasi dan pengelolaan sistem secara lebih baik.
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem E-Government melalui

aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan potensi besar dalam

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan administrasi desa. Namun, keberhasilan

tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan utama, seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman

pengguna, kendala infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil, serta kurangnya SOP khusus yang

mengatur penggunaan sistem secara rinci. Selain itu, faktor komunikasi dan koordinasi antar bagian perlu

diperkuat agar proses implementasi berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, perbaikan infrastruktur, sosialisasi yang lebih intensif, serta pengembangan kebijakan dan SOP

yang komprehensif sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas sistem E-Buddy.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem ini dapat berjalan secara optimal, mendukung reformasi

birokrasi berbasis teknologi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
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